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BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat

ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Peran Bhabinkamtibmas Polsek Koto Tangah dalam upaya

menanggulangi tindak pidana perusakan rumah ibadah dilaksanakan

melalui berbagai pendekatan yang bersifat preventif dan persuasif.

Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan pencegahan dini,

pendekatan komunikasi yang humanis kepada masyarakat, mediasi

terhadap pihak-pihak yang berpotensi menimbulkan konflik, serta

pembangunan dialog sosial yang melibatkan berbagai unsur masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, Bhabinkamtibmas berperan sebagai fasilitator

sekaligus penghubung antara masyarakat, tokoh agama, tokoh

masyarakat, serta pihak pengelola kegiatan keagamaan. Peran tersebut

sangat penting dalam menciptakan ruang komunikasi yang konstruktif

guna meredam potensi eskalasi konflik yang dapat berkembang menjadi

tindakan kekerasan. Selain itu, penerapan pendekatan berbasis kearifan

lokal serta komunikasi interpersonal yang intensif terbukti mampu

membangun rasa saling pengertian dan kepercayaan antar kelompok

masyarakat. Pendekatan ini dinilai efektif dalam menjaga stabilitas

keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya pada wilayah yang
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memiliki tingkat keragaman sosial dan sensitivitas keagamaan yang

relatif tinggi..

2. kendala yang dihadapi Bhabinkamtibmas dalam upaya penanggulangan

tindak pidana perusakan rumah ibadah kendala yang mempengaruhi

efektivitas upaya penanggulangan tindak pidana perusakan rumah

ibadah. Salah satu kendala utama adalah masih minimnya komunikasi

dan keterbukaan informasi dari pihak pengelola kegiatan keagamaan

kepada aparat maupun masyarakat sekitar, sehingga sering

menimbulkan kesalahpahaman yang berpotensi memicu konflik sosial.

Selain itu, tingginya tingkat sensitivitas masyarakat terhadap isu-isu

yang berkaitan dengan agama dan SARA (Suku, Agama, Ras, dan

Antargolongan) turut memperbesar potensi terjadinya ketegangan di

tengah masyarakat. Kondisi tersebut sering diperparah oleh adanya

provokasi dari pihak-pihak tertentu serta penyebaran informasi yang

tidak lengkap atau tidak terverifikasi yang dapat memicu reaksi

emosional masyarakat. Di sisi lain, Bhabinkamtibmas juga dihadapkan

pada keterbatasan kewenangan dalam menangani konflik yang telah

melibatkan massa dalam jumlah besar, sehingga memerlukan

koordinasi dengan unsur kepolisian lainnya. Selain itu, terdapat pula

dilema antara upaya penegakan hukum secara tegas dengan kebutuhan

untuk tetap menjaga stabilitas dan keharmonisan hubungan sosial di

masyarakat. Faktor lain yang turut menjadi hambatan adalah

keterbatasan sumber daya yang dimiliki serta tingginya beban tugas

yang harus dijalankan oleh Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan
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fungsi pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Berbagai

kendala tersebut pada akhirnya mempengaruhi optimalisasi peran

Bhabinkamtibmas dalam melakukan pencegahan konflik secara

berkelanjutan di tengah masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti memberikan beberapa

saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah diharapkan melakukan pembenahan secara

komprehensif terhadap mekanisme dan sistem perizinan pendirian

rumah ibadah. Reformasi tersebut perlu diarahkan pada penerapan

prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, serta non-diskriminasi

dalam setiap tahapan proses perizinan. Selama ini, prosedur perizinan

rumah ibadah seringkali dinilai memiliki mekanisme yang cukup

kompleks, berpotensi menimbulkan multitafsir, serta tidak jarang

dipengaruhi oleh tekanan dari kelompok masyarakat tertentu. Kondisi

tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan memicu

konflik sosial di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah

daerah perlu menyederhanakan prosedur administratif yang ada serta

memastikan bahwa setiap proses perizinan dilaksanakan secara

objektif dan berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku. Selain

itu, pemerintah juga harus mampu menunjukkan keberpihakan

terhadap prinsip perlindungan hak konstitusional setiap warga negara

dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
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Dalam hal ini, negara tidak seharusnya tunduk pada tekanan kelompok

tertentu yang mengatasnamakan stabilitas sosial, tetapi justru

berpotensi mengabaikan atau mengorbankan hak-hak kelompok

minoritas dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Bagi Pengelola Kegiatan Keagamaan

Pengelola kegiatan keagamaan diharapkan dapat melaksanakan setiap

aktivitas keagamaan dengan memperhatikan aspek komunikasi yang

terbuka, transparansi kepada masyarakat sekitar, serta kepatuhan

terhadap prosedur dan ketentuan perizinan yang telah ditetapkan oleh

pemerintah. Upaya ini penting dilakukan guna mencegah terjadinya

kesalahpahaman atau kecurigaan dari masyarakat yang dapat

berkembang menjadi konflik sosial. Selain itu, pengelola kegiatan

keagamaan juga diharapkan dapat membangun hubungan yang

harmonis dengan lingkungan sekitar, misalnya dengan melibatkan

tokoh masyarakat, tokoh agama, serta perangkat lingkungan seperti

ketua RT dan RW dalam proses penyelenggaraan kegiatan keagamaan.

Melalui komunikasi yang baik dan keterbukaan informasi, diharapkan

tercipta hubungan sosial yang lebih kondusif sehingga keberadaan

kegiatan keagamaan dapat diterima secara baik oleh masyarakat

sekitar serta tidak menimbulkan potensi konflik di kemudian hari.
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3. Bagi Pengelola kegiatan Keagamaan

Pengelola kegiatan keagamaan diharapkan dapat melaksanakan setiap

aktivitas keagamaan dengan memperhatikan aspek komunikasi yang

terbuka, transparansi kepada masyarakat sekitar, serta kepatuhan

terhadap prosedur dan ketentuan perizinan yang telah ditetapkan oleh

pemerintah. Upaya ini penting dilakukan guna mencegah terjadinya

kesalahpahaman atau kecurigaan dari masyarakat yang dapat

berkembang menjadi konflik sosial. Selain itu, pengelola kegiatan

keagamaan juga diharapkan dapat membangun hubungan yang

harmonis dengan lingkungan sekitar, misalnya dengan melibatkan

tokoh masyarakat, tokoh agama, serta perangkat lingkungan seperti

ketua RT dan RW dalam proses penyelenggaraan kegiatan keagamaan.

Melalui komunikasi yang baik dan keterbukaan informasi, diharapkan

tercipta hubungan sosial yang lebih kondusif sehingga keberadaan

kegiatan keagamaan dapat diterima secara baik oleh masyarakat

sekitar serta tidak menimbulkan potensi konflik di kemudian hari.

4. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan mampu mengedepankan sikap yang lebih

dialogis, terbuka, dan toleran dalam menyikapi berbagai perbedaan

yang ada di tengah kehidupan sosial, khususnya yang berkaitan

dengan agama dan identitas sosial. Sikap saling menghargai dan

menghormati antarumat beragama merupakan salah satu fondasi

penting dalam menjaga keharmonisan kehidupan bermasyarakat.

Selain itu, masyarakat juga diharapkan tidak mudah terprovokasi oleh
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informasi yang belum jelas kebenarannya, terutama yang berkaitan

dengan isu-isu sensitif seperti agama, suku, ras, dan antargolongan.

Dalam era perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat,

penyebaran informasi yang tidak terverifikasi seringkali dapat memicu

kesalahpahaman dan konflik di masyarakat. Oleh karena itu,

masyarakat perlu mengedepankan sikap kritis dan bijaksana dalam

menerima serta menyebarkan informasi. Dengan demikian,

diharapkan tercipta lingkungan sosial yang lebih kondusif, damai,

serta mampu menjaga kerukunan antarumat beragama dalam

kehidupan bermasyarakat.
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